£
=S

RENCANA KERJA REVISI 2020

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN




Lampiran

Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/10/2020

Tanggal : 12 OKtober 2020

TENTANG

RENCANA KERJA REVISI

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN TAHUN 2020




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
Jalan Ir. H. Juanda Momor 100 Bogor. Telp. (0251) 8313412, Fax (02517) 8323181

PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUMNAAN KAWASAN HUTAN
Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/10/2020
TENTANG
RENCANA KERJA REVISI
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2021

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018
Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2019;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana
Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;

c. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktorat Nomor
P.13/PETL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020,

d. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktorat Pengukuhan dan
Panatagunaan Kawasan Hutan Nomor: P.2/KUH/TU/PLA.2/12/2019 tentang
Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun
2020,

e. Bahwa terdapat Surat Kementerian Keungan Republik Indonesi Nomor: 5-
55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Revisi Tambahan
Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Eementerian LHK;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d e; perlu
menetapkan Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Tahun 2020;

g. Bahwa sebagai tindak lanjut butir ¢, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja
Revisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Megara
Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lermbaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-1I/2010 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
460);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.18/MENLHK-1I/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.39.MENLHK-11/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup
dan KehutananTahun 2015-2019 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015
Nomor 1195});

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-
SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun
2011 -2030;

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor
P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.51/MENLHK/SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan Nomor
P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018 Tentang Rencana Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2017 Nomor 1508);

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor
P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 ;
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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direkiorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan dari kegiatan Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat
Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II,
Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan
Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Sub Bagian Tata Usaha.
Rencana Kerja ini merupakan penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis yang
disusun selama lima tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020, diharapkan pembangunan di bidang
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya
arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah
* Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesalan Tala Balas Kawasan Hutan,
Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penelapan Selurih Kawasan Hutan™ arah kebijakan
sesual Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun
2020 - 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang
Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan
serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung Terwujudnya
Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim melalui
peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan seckor serta
usaha kegiatan serta penurunan laju deforestrasi, serta mendukung Tercapainya Optimalisasi
Manfaat Ekonomi Sumber Dayva Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan melalui Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

,m\ Oktober 2020
!_f* Y Direktur,

- g" - M

\ f*- Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
. NIP. 19730523 199803 1 002
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I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun
2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana
Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan
Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2020 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang
disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja  Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan
kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan
Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam
memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh
Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai tujuan utama pembangunan Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan
vaitu "“Mempercepat Pemaniapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Balas
Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penelapan Seluruh Kawasan
Hutan” untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan
dapat tercapai, maka pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh priontas nasional pembangunan
tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 - 2024 sebagai adalah
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan
Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta
penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung Terwujudnya
Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap




Perubahan Iklim melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap
kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestrasi,
serta mendukung Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya
Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
melalui Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK.

Pada tahun 2020 muncul wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
berasal secara lokal di Wuhan — China, lalu menyebar dan memporak-porandakan
perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi
dunia ini praktis membuat seluruh Negara di dunia melakukan re-fokusing rencana-
rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan
kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi
wabah Covid-19.

Selain itu, pandemi Covid-19 berpotensi memberikan dampak terhadap kelangkaan
dan krisis pangan di dunia. Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan
oleh Indonesia oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan
membentuk program Pemulinan Ekonomi Masional (PEN) yang bertujuan untuk
memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemic Covid-19, Program tersebut
dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2020 tentang
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Cowvid-19.
Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Program Pemulihan Ekonomi MNasional (PEN) merupakan merespon kebijakan yang
ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah pemburukan lebih
lanjut dan mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan
memberikan subsidi bunga kredit debitur usaha mikro, kecll dan menengah yang
berdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung
kebijakan keuangan Negara.

Berdasarkan orientasi Kerja Kabinet Indonesia Maji oleh Presiden Jokowi diarahkan
untuk melaksanakan reformasi struktural di segala bidang, termasuk untuk ketahanan
pangan. Reformasi struktural ketahanan pangan guna untuk mewujudkan ketahanan
pangan nasional sekaligus berkaitan dengan intervensi investasi dalam rangka
memperkuat daya saing negara yang dilakukan secara terintegrasi berbasis pada
pertanian modern (high-tech), pemulihan fungsi lingkungan hidup (ekosistem gambut),




dan penataan hutan yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan (sustainability),
modernisasi transmigrasi serta keterpaduan desa, adat dan elemen masyrakat/dunia
usaha untuk memperkuat kohesi social dengan melibatkan berbagai pihak termsuk
investasi dunia usaha (swasta), migrasi professional (pemuda/angkatan kerja), dan
sumber daya manusia yang unggul (pelopor).

Pengembangan lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam
kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kaswasan
hutan. Pengembangan lahan pangan untuk ketahanan pangan melalui pengembangan
lahan pertanian akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan Tahun 2020 yaitu sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang
terarah, efektif dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran semua kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2020 baik kegiatan prioritas nasional, bidang planologi dan
tata lingkungan, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-
[1/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan
evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah
bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:
a, Penyiapan perumusan kebijakan pengukuban dan penatagunaan, perubahan fungsi
dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi
dan perutukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
¢. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan,
perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan
kawasan hutan;




d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan
dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi
pengukuhan kawasan hutan;

e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi

dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sumber : Permen LHK P.18/MenLHE-II/2015

DIREKTORAT
PENGUKUHAN DAN
PEMATAGLMALN
KAMWASAN HUTAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ 1 [ 1
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SLIBMNRERTORAT SLIBCEEERTORAT INFORMASH
PENGUKUHAN PEMGLUKUHAN FERLNU LR FERLITLI o
KAWASAN HUTAN HAWASAN HUTAN AN e o Pty N
WILAYAH | MAILAYAM i HUTa
K —— | T Y
SEKSI PENGUKLHAN SENS| PENGUKUHAN SEKSH PERUBAHAN SEMSI INFORMAS]
EAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN PERUNTUKAN DAMN PENGLEUMHAN DAN
] WILAYAH SUMATERA =  WILAYAH KALIMANT AN FUNGS! IAWASAN == PENATAGLINAAN
HUTAN WILAYAH | EAWASAN HUTAN
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mn;:m WILAYAH SULAWES! FUMGS] KAWASAN PEMATAGUNNAN
TR pRaL DAN PAPLA HUTAN WILAYAH 11 KA RSN HUTAN
HELCMEPOR JABAT AN
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Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
terdiri atas 4 Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:
a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;




b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
€. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan;

e. Subbagian Tata Usaha.

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
per 30 Desember 2019 berjumiah 124 (seratus dua puluh empat) orang pegawai yang
terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang Pegawai Negen Sipil dan 36 (tiga puluh
enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

DIREKTUR

SUE DIREKTORAT
PENGUKLUHAN
KAWASAMN HUTAN
WILAYAH 1

SUB DIREKTORAT
PENGLIELIHAN
FAWASAN HUTAN
WILAYAH 1T

SUE DIREKTORAT
PERLUBAHAN
PERUNTUKAN DAN
FLINGST KAWASAN
HUTAN

SUB DIREXTORAT
INFORMAST DAN

COELIMENTAST
PEMNGUELHAN DAMN
PEMNATAGLNARAN
EAWASAN HUTEMN

SLUB BAGIAN TATA,
LISAHA

Tabel 1.1. Kompaosisl Sumber Daya Manusia
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Il. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun
2019

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Pelaksanaan

Kinerja Tahun 2019
A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018
Pencapaian indikator kinerja kegiatan pembangunan kehutanan Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 berdasarkan realisasi fisik
kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan disajikan pada tabel
2.1 berikut ini :
Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Indikator Kinerja Unit Keglatan Realisasi
Kegiatan Fisik

Kawasan hutan vyang 5 (%) Persen 79.91 % 5%
dibestapkan o .
Luas kawasan hutan yang 1.630.421 54,72 % 1.677.008
dilepaskan unfuk Hektar Hektar
ediaan sumber TORA
peta TORA 26 Provinsi B7.46 % 26 Prowinsi
tErmistakhirkan

Data dan peta Objek TORA 13 Provinsi 2223 % 13 Provinsi
dari kawasan hutan yang

dilepaskan khususnya

untuk perkebunan

Saluruh permohonan 100 (%) Parsen 747 % 100 %
perubahan  fungs  dan dan

peruntukan AW aSAn

hutan  diproses  sesua

ketentuan yang berlaku

Tata kelola pemerintahan 1 Layanan B2.65 % 1 Layanan
vang baik di bEngkungan

Dareltorat Pengukuhan

dan Penatagunaan

hawasan Hutan Sesual

kerangka rélprmasi

Dirgkrasi untuk  mMenjamin

ki yang optimal

Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Desember 2018




A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2 berikut adalah target Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan Linit Eegiatan Target
Realisasi
Keuangan

Kawassn  hutan : m hutan 'b“ telah 10 l,‘%} 85.59 % 87 %
ditetapkan

Luas kawasan hutan .ang Kanmasan hutan yang 340039 BE.78 % 349973
G e TR SRR L] depaskan untuk TORA Hektar Halktar
sumber TORA
Cata dan Peta Datza dan Peta TORA di 26 Provinsi 93.49 % 26
termuiakhirkan LrisL= Tyl hutan yang Provinsi
Sesturuh R OEnl Draft SK Menteri tentang 100 (%) 94.89 % 100 %
(LU EU R T TR  perubahan  fungsl dan Persen
it = S TR peruntukan bagi permohonan

e T yang memenuhi syarat dan

LW ] Layanan perkantoran 1 Layanan 97.45% 1 Layanan
yang balk o Engkungan
Diektorat Pengukbhan dan
Penatagunaan Kavaatan
Hutan  sesuai  kerangia
reformasi Dirodrasl | untuk
TN kinerja yang
timia|
Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Bulan Desember 2019

Sampai dengan tahun 2019, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia
adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari daratan 120.495.702,96 Ha dan konservasi
perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai
upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk
mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi
masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas
tahun 2019 adalah 1.354.55 km, data sebagian besar terkait dengan kegiatan Tanah
Obyek Reforma Agraria yang sampai dengan akhir Desember 2019 baru sampai tahap
Inver dengan Batas Luar (BL) sepanjang 1.354 km, sebagaimana pada Tabel 2.3 dibawah
ini

klaret Penil
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Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat
dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan
akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman
transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun
penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan
untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan
keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan
masyarakat.

Agenda Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun
Indonesia dari pinggiran, dimulai dar daerah dan desa. Nawacita kemudian
dituangkan dalam RPIMN 2015 - 2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam
RPIMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan
rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi
dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari
kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mencptakan sumber-sumber
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan
lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada
sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki
dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik
agraria.

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -
2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini
antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan
hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka
mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agrana yang berasal
dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan




TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi
Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat
makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi
dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari
kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau
lembaga di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka
penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber
dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring
pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan
hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman
pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5)
Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi
Provinsi dan Kabupaten.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal
dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas
penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan
sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan
dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha
yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana
disebutkan pada Gambar 2.1 berikut ini:
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Gambar 2.1. Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan.
Sumber : 5K. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETIEN/KUM.1/4/2017
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Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan
untuk penyediaan sumber TORA adalah :

1. Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan
untuk perkebunan besar sesual Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-
[1/2011.

2. Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.

3. Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.

4. Kawasan hutan untuk permukiman transmirasi yang telah memperoleh
persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.

5. Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial
yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor:  SK. 8716/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/12/2018, Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Peta Indikatif Alokasi
Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
Revisi [, Kemudian pada tahun 2019 diterbitkan SK. 7434/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/9/2019, Tanggal 12 September 2019 Tentang Peta Indikatif Alokasi
Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
Revisi IV telah diterbitkan Luas penetapan lokasi indikatif penyediaan areal kawasan
hutan untuk TORA sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. dan luas kawasan hutan
indikatif untuk TORA per provinsi sebagaimana rincian pada Tabel 2.5. di bawah ini:

Tabel 2.4. Progres Pelaksanaan Penyediaan Areal Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2019
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Tabel 2.5. Luas Penetapan Lokasl Indikatif Penyediaan Kawasan Hutan untuk TORA Per-Provinsi

(Mo |  Provinsi | lwastha) | [No| = Provinsi [ Luas(ha) |
W AceH 79.183 15  NUSA TENGGARA TIMUR 92.261
BENGKULU 19,189 16 PAPUA 608.560
GORONTALO 53.665 17  PAPUA BARAT 138.322
N ame 28176 18 RIAU 465.584
E KALIMANTAN BARAT 224,839 19 SULAWES] BARAT 44.281
KALIMANTAN SELATAN 112.150 20 SULAWESI SELATAN 165.313
B KALIMANTAN TENGAH 738.072 21 SULAWESI TENGAH 235.680
B KALIMANTAN TIMUR 245,136 22 SULAWESI TENGGARA 99.303
KALIMANTAN UTARA 153,082 23 SULAWESI UTARA 5.776
KEP. BANGKA BELITUNG 10.196 24 SUMATERA BARAT 153.293
KEPULAUAN RIAU 229,952 25 SUMATERA SELATAN 251.477
Pl MALUKU 291.799 26 SUMATERA UTARA 341.388
MALUKU UTARA 169.680 JUMLAH 4.971.099
LN NUSA TENGGARA BARAT 14.742

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

Realisasi penyelesaian pelepasan lokasi indikatif penyediaan kawasan hutan untuk
TORA Sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagaimana dirinci pada Tabel

2.5, dibawah ini ;

Tabel 2.6. Realisasi penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk TORA s.d Desember 2019

Turges
AevPH R

SERE AL

¥

Sumber : Buku Lanman FEI‘I}"EH'IMH DBE dan Inﬁ:rmai-l Tal‘lun 2&19 Du‘ehtnrat FF'I':H

Keterangan :
a) Angka 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429,358 ha) di lokasi pelepasan,
b) Angka 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesuai
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c

Angka 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesual
Permenko

d) Angka 4 s;.a:lah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) < clear jadi APL, tindak lanjut

)

legalisasi dan redistribusi oleh BPN (sudah terbit sertifikat seluas 16.340 ha untuk 6.515
KK pada 41 lokasi)

Angka 5,6, dan 7 terdiri dari :

Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 = 307.516 ha {cdlear jadi APL), tindak lanjut
legalisasi dan redistribusi oleh BPN.

Realisasi perubahan kawasan hutan datam rangka RTRWP Kaltim (16.503 ha), Kepri
(207.000 ha), Sulsel (72.558 ha) = 296.061 ha. (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi
dan redistribusi oleh BPN

Adendum IUPHHK - 34.134 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi
oleh BPN.

Adendum TUPHHK - 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut Perhutanan Sosial.

SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten -» 109.960,4 ha (perubahan batas)

SK Penyelesalan Pola PPTKH 74 Kabupaten = 69.176,5 ha (perhutanan sosial)

SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten -» 94.702 ha (perubahan batas)

SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten -» 56.503,5 ha (perhutanan sosial}

*) SK Penyelesalan Pola PPTKH di 130 Kabupaten, saat ini tengah dilakukan tata batas di
lapangan. Sudah ada SK Perubahan Batas di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel (sudah dibagi
dalam acara Penyerahan Hasil TORA oleh Presiden di Pontianak, 5 September 2019),
Gorontalo, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Terkait penetapan kawasan hutan hingga bulan Desember tahun 2019, total
Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 2076 unit dengan luas BB.248.477,82 ha
sebagaimana tabel 2.7, berikut ini :
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B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019

Dalam tahun anggaran 2019 jumiah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas
Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
seluruhnya sebesar Rp 11.984.349.000,- (sebelas juta milyar sembilan ratus delapan
puluh empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi penyerapan
anggaran tahun 2019 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 (s.d Desember 2019)

H';".’Lr “ 'F‘J”uql hllu . rlll

1
029,00, 09 m Planclogl dan Tata 11.984. 349  (ak ll!..'.lﬂ.!l!i.l!?ﬁ ﬂl 32

Pengukuhan dan 11.984.349 000 10.943.819.076 91.32
Penatagunean Kawasan

Hutan

Kawassn hutan yang tefah 10 %) 3,295, 811.000 2,854 370058 8650
selesal ditetapkan Persen

4 Kawasan hutan yang 3400039 #.024.966.000 3.575.233.410 8883
dilepaskan untuk TORA Heltar

EIRERE] Data dan peta TORA i 26 Provinsi 1.752.381.000 1.706.244.005 97.37
Kawasan hutan vang mutakhi

SRR Draft SK Menteri  tentang 100 (%) 1. 200, (D, 000 1143.167 038 9526

perubahan fungsi dan Persen

peruntukan bagl permohonan

yang memenuhi syarat dan

ketentuan yang berlaku

L4433 1904 Layanan perkanioran 1 Layanan L07.190. 000 1664 854,565 9752

Sumber : Laporan Bulanan Dipa Bulan Desember 2019

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 didukung dengan kegiatan
penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk
pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan
dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA), penyediaan data dan informasi
bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses
permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan
perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2019 tersedia anggaran
sebesar Rp. 11.984.349.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta
tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan komposisi anggaran adalah Rupiah Murni
(RM).




III. Rencana Kerja Tahun 2020

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) tahun 2015 - 2019 adalah
melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah
dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan
redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang
akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program
penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan
hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi
terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan
memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia
Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti
dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikas: di lapangan. Proses
pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini
masih memerlukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah di
pusat maupun di daerah.

Target penyediaan sumber TORA dari Tahun 2020 - 2024 (sesuai Rencana Strategis
Direktorat Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan) seluas +4,1 juta hektar yang
terbagi menjadi 5 tahun kegiatan dengan komposisi yang telah ditetapkan.
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Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

Dalam rangka merealisasikan target TORA sebesar 4,1 juta hektar salah satunya
adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan
Hutan Wilayah 1 dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Sub
Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha
yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran,

Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait kegiatan TORA terkait
dalam penyelesaian peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria.

Menguatkan sistem basis data dan informasi dengan menerapkan satu pintu data dan
informasi bidang pengukuhan dan penatagunaa kawasan hutan melalui Sub
Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan, terkait pelayanan permintaan
data dan informasi yang diperlukan oleh internal Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan, satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja lingkup
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan maupun pihak diluar Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional {PEN) yang akan
dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua salah satunya adalah penguatan
koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah [ dan
II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat
Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang
menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.




B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu
kegiatan dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk
mewujudkannya, terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung program tersebut yaitu
(1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan (2) Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan.

Dari sasaran program tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 vyang dapat diukur,
yaitu:

(1) kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan;

(2) Kawasan hutan sebagai cbyek TORA;

(3) Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;

(4) Dokumen layanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
(5) Nilai Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin).

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020
merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2020. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada
merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program

Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana
terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:




Tabel 3.2. Rencana Kerja Tahun 2020

TEERCUN  Kawasan hutan yang telah selesal ditetapkan 5 juta hektar 1.744.370.000,-
LEEERGES  Kawasan hutan sebagal obyek TORA 130.0040 helktar LAT1.550.000,-
TLER 0 Data dan Peta TORA di Kawasan Hutan Yang Mutakhir 26 Provinsi &06.060.000,~

LEEERGEN  Informas dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan 1 judul 270,000,000,
Kawasan Hutan

LEEER N Dokumen Layanan Permohonan Perubahan Fungsi dan 48 pemohon SE1.470.000,-
Peruntulan Kawasan Hutan

AEERGAE  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1 lavanan 275.656.000,-
Lainnya Linghup Ditjen Planologl Kehutanan dan Tata
Lingkungan

LEERETE  Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.147,289.000,-

-

Sumber ; Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2020 Kantor Pusat Ditjen PKTL

Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia, oleh
karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional
yang terpuruk akibat pandemi Cowvid-19. Program tersebut dijabarkan melalui
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan
Masional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk
melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan pengembangan
lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam kawasan hutan,
sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,
Pengembangan lahan pangan untuk ketahanan pangan melalui pengembangan lahan
pertanian akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua. Dalam rangka penyediaan
lahan untuk ketahanan pangan akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu: (1) Perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan di 4 (empat) provinsi; (2) Monitoring dan Evaluasi




dalam rangka Penyiapan Lahan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia.

Berdasarkan dari hasil refocussing maka Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan turunan dari Rencana Kerja
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Dalam
Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari
Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020
- 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planclogi Kehutanan dan Tata Lingkungan
pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Rencana Kerja Tahun 2020 Setelah Refocussing dan Penambahan PEN

AT o Layanan Dukungan Manajemen Esalon [

5432 994 Layanan Perkantoran 1,173,169,000,-
07| Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 1,007,185,000,-
SEE A e O 603,470,000,
SR m;“w dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan 304,070,000,-
5433 005 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan  fungsi 25,086,377,000.-

kawasan hutan

JUMLAH (Rp.| 2B,449,827,000,-

Sumber : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2020 Kantor Pusat Ditjen PETL

Terkait dengan target Rencana Strategis dari Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024, kegiatan yang dilakukan oleh
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai
target tersebut diperlihatkan pada tabel 3.4. berikut ini:
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Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit
pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan
Penatagunaaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji
petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan benta acara tata batas serta
penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan
kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2020
sepanjang 3.408 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
disajikan dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5. Target Penataan Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA Tahun 2020

H

Marma Unit Pelaksana Teknis

BPEH Wilayah | Medan
BIKH Wilayah Il Palembang

BPEH Wilayah Nl Pontianak Ti9
BPKH Wikayah IV Samarinda

BPEH Wilayah V Banjarbaru

BPKH Wilayah Vi Manado 319
{BPEH Wilayah VIl Makassar T4
BPKH Wilayah Vil Denpasar

BPKH Wilayah X Ambon

BPKH Wilayah X layapura 733

11 BPEH Wilayah XI DL Yogyakarta
BPEH Wilayah 21 Tanjung Finang
BFKH Wilayah Xill Pangkal Finang
BFIH Wilayah XIV Kupang

aa
L&

Tl BPKH Wilayah XV Gorontalo 252
BTN BPkH Wilayah XVI Palu 300
BPKH Wilayah VIl Manokwari
BPKH Wilayah XVill Banda Aceh 12

BPKH Wilayah XX Pekanbary -
BPEH Wilayah XX Bandar Lampung 2
H BPKH Witayah X Palangkaraya i

BPEH Wilayah XX Bendard EE

RS LS

Sumbser : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPEH




Berdasarkan dari hasil refocussing dan penambahan anggaran untuk kegiatan
penyediaan lahan untuk ketahanan pangan (PEN) di 4 (empat) provinsi, maka Rencana
Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 menjadi
sebesar Rp. 28,449,827,000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh
sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

C. Permasalahan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan
pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan proses
pengukuhan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
Kendala utama dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah belum terselesaikannya
penetapan kawasan hutan dan masih tersisanya target tata batas kawasan hutan.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan dijelaskan sebagaimana berikut:
= Pengukuhan Kawasan Hutan
1. Penunjukan Kawasan Hutan
a. Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dan areal pengganti dalam
proses tukar menukar kawasan hutan atau lahan kompensasi dalam proses
pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
b. Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak
selaras dengan peta hasil tata batas.
c. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 tentang review pasal 3 UU No.
41/1999 tentang Kehutanan
d. Proses penunjukan kawasan hutan masih terkendala batas administrasi karena
beberapa provinsi belum mempunyai batas administrasi yang sah darn
Kementerian Dalam Negeri.
2. Penataan Batas Kawasan Hutan
a. Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
b. Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata
batas;
¢. Sebagian kawasan hutan belum dilakukan tata batas karena masih ada
permasalahan dan konflik dengan pihak ketiga;
d. Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada
belum maksimal;




e. Hasil-hasil tata batas sebagian belum dipetakan secara akurat ke dalam peta
kawasan hutan;

f. Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian
tata batas temu gelang;

g. Adanya pengurangan dan penghematan anggaran sehingga tata batas tidak
dapat dilaksanakan;

h. Kurangnya kompetensi juru ukur atau tenaga teknis pelaksana tata batas.

3. Pemetaan Kawasan Hutan

a. Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai produk Badan Informasi Geospasial yang
digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kawasan hutan masih belum
lengkap untuk beberapa provinsi.

b. Hasil tata batas temu gelang yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Tata

Batas nya tidak terpetakan dengan baik dan benar;

€. Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga
menghambat proses penetapan kawasan hutan.
4, Penetapan Kawasan Hutan
Kawasan hutan belum ditata batas temu gelang;
Terlambatnya penyampaian berita acara tata batas temu gelang;
Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan;
Berita acara tata batas temu gelang yang disampaikan ke Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum memenuhi unsur teknis
dan yuridis;

e. Adanya ketidaksesuaian data dan informasi, antara Pusat/Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Daerah/Pemda, Balal
Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.

* Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

a. Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai
peruntukannya;

b. Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain
hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;

¢. Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;

d. Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK
pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;

a n o w




e.

f.

q.

d,
b.

o oa n

Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan Informasi
Geospasial Dasar (1GD) dan belum disertai dengan data yang memadai;

Areal penyediaan lahan untuk ketahanan pangan (drea OF Interest) belum
optimal;

Koordinasi dan konsolidasi data antara pusat dengan daerah perlu dimaksimalkan
= Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan

Banyaknya versi peta untuk satu lokus yang sama;

Penggunaan peta skala provinsi yang belum di tata batas sebagai acuan untuk
pelaksanaan kegiatan aperasional;

Data dan informasi terkait kawasan hutan masih tersebar di beberapa pengguna;
Keterbatasan tenaga arsiparis dalam proses dokumentasi;

Dokumen atau arsip belum terdokumentasikan secara terukur dan sistematis;
Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah, menelaah
dan menyediakan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan
hutan.

= Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Kegiatan yang bisa dilakukan terkait kegiatan TORA sebatas sosialisasi di UPT
daerah sehingga proses permohonan pelepasan HPK Tidak Produktif belum
maksimal;

b. Adanya daerah yang Bupatinya tidak mengusulkan PPTKH dalam rangka TORA.




IV. Penutup

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun
2020 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau
pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 tahun ke 1.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Tahun 2020, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan
serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan,
sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas
kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan
perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020, Untuk mengukur
tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara
berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang
dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.
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